
BUPATIBANYUMAS
PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR [15 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN

2009 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS

DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan BLUD, telah ditetapkan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Urnurn Daerah Banyumas sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Banyumas; ,

b. bahwa dengan adanya peningkatan pendapatan Rumah Sakit

Umum Daerah Banyumas perlu menaikan jumlah insentif

yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan

Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas guna

meningkatkan motivasi kerja dan kinerja dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi Bagi



Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan

Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah

Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2006 tentang

Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan

Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001

tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 39 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2013

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit

Umum Daerah Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2013 Nomor 9, Seri E);

13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Remunerasi

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2009 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28

Tahun 2009 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.



Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28

Tahun 2009 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan

Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2009 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28

Tahun 2009 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 21) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jumlah Insentif yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Dewan

Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit paling tinggi 35 % (tiga

puluh lima perseratus) dari jasa layanan.

(2) Rincian lebih lanjut pembagian insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

(3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian

insentif bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai

Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 1 ] ^AR 2016

BUPATI BANYUMAS,

Diandangkan

utama Madya
16 199003 1 009

ACHMAD HUSEIN


